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ABSTRAK

Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam meminimalisasi sengketa tanah
sangat penting, karena kasus pertanahan kerap terjadi di Indonesia, khususnya di
Kota Padang. Rumusan masalah meliputi: 1) Bagaimanakah pelaksanaan peran
PPAT dalam upaya meminimalisasi sengketa tanah di Kota Padang? 2) Apa
sajakah tantangan yang dihadapi PPATdalam upaya meminimalisasi sengketa
tanah? 3) Apa sajakah upaya PPAT dalam menghadapi tantangan tersebut?
Metode penelitian yang digunakan yuridis sosiologis, dengan sumber data primer
dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi
dokumen, lalu dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian 1) Peran PPAT
memeriksa dokumen secara cermat, memberikan penjelasan hukum kepada para
pihak, dan memastikan warkah dikirim ke BPN untuk pencatatan. 2) PPAT
menghadapi tantangan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, transaksi tanah
yang tidak melalui jalur resmi, dokumen bermasalah, serta keterbatasan sistem
informasi pertanahan. 3) Untuk mengatasi tantangan, PPAT melakukan sosialisasi
hukum, berkoordinasi dengan instansi terkait seperti BPN, serta mulai
menerapkan sistem kerja berbasis digital atau pencatatan yang lebih rapi dan
tertelusur. Dengan optimalisasi peran PPAT, diharapkan tercipta kepastian hukum
dan berkurangnya potensi sengketa tanah di Kota Padang.

Kata Kunci: Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Sengketa Tanah, Kota
Padang.

il


mailto:adeirmaau1411@gmail.com
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ABSTRACT

The role of Land Deed Officials (PPAT) in minimizing land disputes is very
important, because land cases often occur in Indonesia, especially in Padang City.
The problem formulation includes: 1) How is the implementation of the role of
PPAT in efforts to minimize land disputes in Padang City? 2) What are the
challenges faced by PPAT in efforts to minimize land disputes? 3) What are the
efforts of PPAT in facing these challenges? The research method used is
sociological juridical, with primary and secondary data sources. Data collection
techniques were carried out through interviews and document studies, then
analyzed qualitatively. Research Results 1) The role of PPAT is to carefully
examine documents, provide legal explanations to the parties, and ensure that the
deed is sent to the BPN for registration. 2) PPAT faces challenges, low public
legal awareness, land transactions that do not go through official channels,
problematic documents, and limitations in the land information system. 3) To
overcome these challenges, PPAT conducts legal socialization, coordinates with
related agencies such as BPN, and begins to implement a digital-based work
system or a neater and more traceable recording. By optimizing the role of Land
Deed Officials (PPAT), it is hoped that legal certainty will be created and the
potential for land disputes in Padang City will be reduced.

Keywords: Land Deed Official, Land Dispute, Padang City.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Salah satu sumber daya alam Indonesia dan prasyarat bagi
kelangsungan hidup manusia adalah tanah. Karena tanah sangat penting bagi
masyarakat Indonesia dan berkontribusi pada kemakmuran serta kesejahteraan
masyarakat, penggunaannya harus diatur dan ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan.  Permintaan akan tanah telah meningkat akibat
kebutuhan akan tanah untuk kehidupan manusia serta perkembangan dan
perluasan ekonomi yang memerlukan tanah.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor
5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria menjelaskan bahwa
seluruh bumi, air, dan ruang angkasa beserta sumber daya alam yang ada di
dalamnya yang berada dalam wilayah Indonesia adalah milik bangsa
Indonesia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan termasuk
kekayaan nasional. Ketentuan ini menjadi dasar dalam menetapkan jenis-jenis
hak atas tanah serta prosedur pendaftarannya, dengan tujuan memberikan
jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak yang dimiliki setiap
pemegang tanah.

Namun, dalam praktiknya, permasalahan terkait tanah masih sering
muncul di tengah masyarakat. Tanah yang memiliki nilai sosial, ekonomi, dan
budaya tinggi sering kali menjadi objek sengketa, perselisihan, dan konflik
kepemilikan, bahkan berujung pada proses hukum di pengadilan. Banyaknya

kasus pertanahan tersebut biasanya disebabkan oleh tumpang tindih hak,



pemalsuan dokumen, maupun transaksi ilegal atas tanah. Masyarakat
kerap berusaha memperoleh atau menguasai tanah dengan berbagai cara,
termasuk dengan mengalihkan hak milik atas tanah milik orang lain secara
tidak sah.

Oleh karena itu, kasus-kasus yang menyangkut pertanahan, terutama
sengketa tanah, semakin sering terjadi di masyarakat dan menjadi semakin
kompleks seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi.
Kemajuan ini, meskipun membawa kemudahan, juga membuka celah
terjadinya manipulasi data atau dokumen tanah, sehingga memicu sengketa
yang berkepanjangan. Penyelesaian terhadap sengketa tersebut menjadi sangat
krusial untuk menjaga stabilitas dan ketertiban sosial. Kegoncangan dalam
masyarakat yang dimaksud adalah terganggunya rasa aman dan kenyamanan
dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, penyelesaian sengketa
secara hukum menjadi keharusan. Dalam perspektif hukum, sengketa perdata
adalah permasalahan yang menyangkut kepentingan antara individu dengan
individu lain, khususnya mengenai hak-hak pribadi.!

.Pada masa penjajahan Belanda, lembaga Notariat didirikan untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat dalam ranah hukum perdata, khususnya
dalam hal pembuktian hukum melalui akta otentik. Notaris memegang peran
penting dalam memberikan kepastian hukum dengan menyusun akta otentik
terkait perbuatan hukum perdata. Seiring berjalannya waktu, untuk kebutuhan
di bidang pertanahan, jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dibentuk

guna melaksanakan sebagian kewenangan negara dalam pembuatan akta

!'J. Satrio, 1992, Hukum Waris, Alumni Bandung, Bandung, hlm. 33



otentik yang berkaitan langsung dengan peralihan hak atas tanah dan
pembebanan hak atas tanah.?

Pada kenyataannya, seorang notaris juga dapat bertindak sebagai
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setelah secara resmi ditunjuk oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dengan memastikan bahwa semua
prosedur yang berkaitan dengan pengalihan dan pembebanan hak atas tanah
dilaksanakan secara akurat dan sah maka dari itu, PPAT memainkan peran
kritis dalam mencegah terjadinya sengketa tanah.

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat publik yang
berwenang menerbitkan akta tanah yang sah dalam kaitannya dengan prosedur
hukum tertentu yang berkaitan dengan hak atas tanah atau hak milik atas
satuan rumah susun. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memuat ketentuan yang
jelas mengenai keberadaan dan status PPAT, yang menetapkan bahwa setiap
perbuatan hukum yang mengakibatkan peralihan, pembebanan, atau
penghapusan hak atas tanah wajib dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh
PPAT.

Selain itu, ketentuan lebih rinci mengenai tugas, wewenang,
pengangkatan, pengawasan, dan pemberhentian PPAT diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Sebagaimana Telah Diubah Dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Jabatan Pejabat Pembuat

2 Anke, Dwi Saputro (Editor), 2009, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia,100
Tahun lkatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia, Cet. 2, PT. Ikrar Mandiri abadi,
Jakarta, hlm 40.



Akta Tanah. Dalam menjalankan tugasnya, PPAT wajib berpedoman pada
asas kehati-hatian, kebenaran formal, dan kepatuhan terhadap peraturan, demi
memastikan bahwa setiap akta yang dibuat dapat dijadikan dasar hukum yang
sah dalam proses pendaftaran tanah.

Pada kenyataannya, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sering
memainkan peran strategis dalam mencegah sengketa tanah yang berpotensi
terjadi. Untuk dianggap sebagai dokumen sah yang dapat didaftarkan di
Kantor Pertanahan, setiap akta yang disusun oleh PPAT harus memenuhi
standar hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Oleh karena itu,
untuk memastikan bahwa akta yang mereka terbitkan tidak menimbulkan
sengketa tanah di masa depan, PPAT harus selalu bertindak dengan hati-hati.
Selain itu, PPAT harus bersikap kooperatif dalam menyelesaikan sengketa
tanah, dan keterlibatan mereka dalam menyelesaikan masalah tersebut harus
menjadi standar tanggung jawab terkait akta yang mereka terbitkan.

Norma hukum yang mengatur peran Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) dalam upaya meminimalisasi sengketa tanah terdapat di dalam Pasal
39 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah:

(1) PPAT menolak untuk membuat akta, jika:
a. mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas
satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertifikat asli hak
yang bersangkutan atau sertifikat yang diserahkan tidak sesuai

dengan daftar- daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau

b. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak



disampaikan:

1) surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)
atau surat keterangan KepalaDesa/Kelurahanyang menyatakan
bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat(2);dan

2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang
bersangkutan belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan, atau
untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan
Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan
dengan dikuatkan olehKepala Desa/Kelurahan; atau

salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum

yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 38 tidak berhak atau memenuhi syarat untuk bertindak
demikian; atau

salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat

kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum

pemindahan hak; atau

. untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin

Pejabat atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut

diperlukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

atau

obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa

mengenai data fisik dan atau data yuridis; atau

. tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan



dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

(2) Penolakan untuk membuat akta tersebut diberitahukan secara tertulis
kepada pihak-pihak yang bersangkutan disertai alasannya.

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa
akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan
oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang memiliki
kewenangan untuk itu, di wilayah atau tempat di mana akta tersebut dibuat.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, akta otentik harus dibuat
oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, yang disebut sebagai pejabat
umum. Jika akta tersebut dibuat oleh pejabat yang tidak cakap, tidak memiliki
kewenangan, atau tidak memenuhi syarat bentuk sebagaimana ditentukan oleh
undang-undang, maka menurut Pasal 1869 KUH Perdata, akta tersebut
dianggap tidak sah sebagai akta otentik. Meskipun demikian, akta tersebut
masih dapat memiliki nilai pembuktian sebagai akta di bawah tangan, selama
ditandatangani oleh para pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, dengan melaksanakan tugas dan fungsi utamanya
sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, PPAT
memainkan peran penting dalam mencegah sengketa, konflik, dan kasus-kasus
yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perselisthan.  Norma
verifikasi, pemeriksaan keabsahan serta norma kepastian hukum sangat
penting. Berdasarkan norma kepastian hukum, PPAT harus memastikan
bahwa transaksi yang melibatkan pemindahan hak atas tanah dilakukan secara

sah dan tercatat dengan akurat dalam sistem pendaftaran tanah.



Sedangkan norma verifikasi dan pemeriksaan keabsahan menuntut
PPAT untuk memverifikasi dan memeriksa keabsahan semua dokumen yang
digunakan dalam transaksi pertanahan, termasuk memeriksa status hukum
pemilik tanah yang tercatat dalam sertifikat, memastikan bahwa tidak ada
masalah hukum yang terkait dengan tanah tersebut, dan memastikan bahwa
tanah yang dipindah tangankan benar-benar milik sah penjual.

Secara keseluruhan, norma kepastian hukum (dengan pendaftaran dan
pencatatan yang benar) dan norma verifikasi dan pemeriksaan keabsahan
dokumen adalah norma yang paling spesifik dalam meminimalisasi sengketa
tanah. Keduanya berfokus pada penciptaan kepastian hukum yang kuat atas
status kepemilikan tanah dan pencegahan masalah administratif yang bisa
menjadi sumber sengketa di kemudian hari. Dengan memastikan kedua hal ini,
PPAT memainkan peran penting dalam meminimalisasikan masalah hukum
yang mungkin muncul akibat transaksi tanah yang tidak sah atau tidak tercatat
dengan benar, yang dapat menimbulkan sengketa di masa depan.

PPAT harus memiliki pengetahuan dan kemampuan khusus di bidang
pertanahan karena, sebagai pejabat publik yang berwenang menerbitkan akta
tanah, guna mencegah masalah di masa depan terkait akta yang mereka
terbitkan. Hal ini penting karena akta yang diterbitkan oleh PPAT merupakan
alat bukti terjadinya suatu perbuatan hukum, baik saat pengalihan hak atas
tanah maupun pembatalan hak atas tanah.

Untuk itu, menerapkan prinsip kehati-hatian secara komprehensif
merupakan metode utama yang dapat digunakan oleh Pejabat Pembuat Akta

Tanah (PPAT) wuntuk menangani masalah yang timbul selama



penandatanganan akta, terutama yang berkaitan dengan pengalihan hak atas
tanah dan/atau bangunan. Berdasarkan prinsip ini, PPAT harus bertindak hati-
hati dan teliti dalam meninjau semua persyaratan dan dokumen, memverifikasi
keabsahan dan legalitasnya, mengidentifikasi risiko atau sengketa yang
mungkin timbul, menjaga kepastian hukum, dan melindungi hak serta
kepentingan semua pihak. Untuk memastikan akta yang dihasilkan memiliki
pertanggungjawaban dan keabsahan hukum, PPAT harus mematuhi prinsip
kehati-hatian, yang juga merupakan bagian dari kewajiban profesional dan
etika yang harus diterapkan.

Memahami istilah-istilah yang berkaitan dengan tindakan hukum
dalam akta yang perlu disusun secara keseluruhan adalah salah satu cara untuk
menerapkan kehati-hatian ini. Sebelum memasukkan hak dan kewajiban para
pihak dalam akta, PPAT harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang
hal tersebut. Akibatnya, akta yang disusun oleh PPAT dapat memberikan
perlindungan hukum dan kepastian hukum, terutama bagi para pihak. Dengan
menerapkan ide ini, PPAT dapat meminimalisasi atau bahkan menghilangkan
sengketa tanah di masa depan yang berkaitan dengan kewajiban para pihak
untuk menerapkan wajib pajak yang harus dipenuhi sebelum PPAT
menandatangani akta.>

Sengketa Pertanahan sendiri dapat terjadi di berbagai kota, diantaranya
Kota Padang, Sumatera Barat yang dalam praktek penanganan sengketa

pertanahannya ditangani oleh Seksi Penanganan Sengketa dan Pengendalian

3 Utami, Pipit Saputri, 2019, “Pertanggungjawaban Notaris/PPAT terhadap Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang BPHTB-nya Belum Dibayar”, Jurnal
Wawasan Yuridika, Vol. 3 No.2. September 2019, him 238.



Pertanahan dibawah naungan Kantor Pertanahan Kota Padang. Sengketa
hukum timbul ketika salah satu pihak mengajukan gugatan dengan keberatan
dan tuntutan terkait hak atas tanah, prioritas, atau kondisi tertentu dengan
harapan mendapatkan keputusan administratif yang memadai.

Fakta hukumnya persoalan tanah bagi masyarakat Minangkabau di
Sumatera Barat tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal atau sumber
penghidupan, tetapi juga memiliki peran sosial sebagai simbol status keluarga
atau individu. Karena kedudukannya yang sangat penting dalam kehidupan
masyarakat, tidak mengherankan jika sering timbul sengketa, terutama yang
berkaitan dengan kepemilikan tanah.

Salah satu fakta hukum yang relevan dengan topik ini terjadi di Kota
Padang, di mana terdapat sengketa tanah yang bermula dari proses pembuatan
akta jual beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang diduga tidak
dilakukan sesuai prosedur. Contohnya pada kasus ini, pada tahun 2022, di
salah satu kelurahan di Kota Padang, terjadi sebuah sengketa tanah antara dua
pihak: keluarga Alm. Haji Marwan, dan seorang pembeli bernama Bapak Dedi.
Tanah seluas 500 m? yang disengketakan semula diakui dimiliki secara turun-
temurun oleh keluarga Marwan, namun belum bersertifikat. Suatu hari, salah
satu ahli waris, yaitu anak ketiga dari Alm. Haji Marwan, menjual tanah
tersebut kepada Bapak Dedi dengan menggunakan akta jual beli yang dibuat
oleh seorang PPAT di Kota Padang. Akta tersebut tampak sah secara formal,
namun ternyata tidak disertai surat keterangan waris yang lengkap dan tidak

ada persetujuan dari seluruh ahli waris lainnya.
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Setelah transaksi selesai dan akta telah digunakan untuk mengajukan
permohonan sertifikat ke BPN, dua saudara kandung dari pihak penjual
mengetahui bahwa tanah milik orang tua mereka telah dijual tanpa persetujuan
mereka. Mereka kemudian menggugat ke Pengadilan Negeri Padang,
menggugat keabsahan akta jual beli yang telah dibuat oleh PPAT tersebut.
Dalam proses persidangan, hakim memeriksa yaitu: keabsahan dokumen waris,
proses pembuatan akta, tanggung jawab PPAT. PPAT yang membuat akta ikut
dipanggil sebagai turut tergugat, dan pengadilan mempertanyakan apakah
PPAT telah melaksanakan kewajibannya secara benar seperti memastikan
seluruh ahli waris menyetujui penjualan.

Ternyata dalam praktiknya, PPAT hanya menerima surat pernyataan
dari salah satu anak yang mengaku sebagai ahli waris tanpa melakukan
verifikasi menyeluruh. Ini menjadi kelalaian hukum karena bertentangan
dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya dalam setiap pembuatan akta, yang
mewajibkan PPAT untuk meneliti kebenaran dokumen dan identitas para
pihak. Akhirnya, pengadilan memutuskan akta tersebut cacat hukum, dan
sertifikat yang diajukan atas dasar akta itu tidak dapat diterbitkan. Bapak Dedi
mengalami kerugian secara materiel, dan PPAT diberikan peringatan
administratif oleh Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Wilayah.

Dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa kelalaian PPAT
dalam menjalankan tugasnya terutama tidak memverifikasi dokumen penting
dapat memicu sengketa tanah. Sebaliknya, PPAT yang bekerja cermat dan
sesuai prosedur dapat mencegah sengketa melalui akta yang sah dan kuat

secara hukum.
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Kantor Pertanahan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap PPAT wajib mengingatkan serta menegaskan kepada PPAT
sementara untuk tetap mendaftarkan akta yang dibuatnya, meskipun yang
bersangkutan disibukkan dengan tugas administrasi pemerintahan. Kewajiban
pendaftaran akta ini sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu, Kantor
Pertanahan juga harus menegaskan kepada seluruh PPAT di Kota Padang
untuk menyampaikan laporan bulanan mengenai akta yang dibuat, meskipun
pada bulan tersebut tidak ada akta yang dihasilkan.

Untuk mencegah sengketa tanah, pemerintah menerbitkan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan ini
bertujuan untuk menciptakan administrasi tanah yang teratur, menjamin
kepastian hukum mengenai subjek dan objek kepemilikan tanah, serta
memberitahukan pihak lain mengenai status kepemilikan tanah. Penerbitan
sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang dapat diandalkan dan meyakinkan
mencapai kepercayaan ini. Akta yang dibuat di hadapan Pejabat Akta Tanah
(PPAT) berfungsi sebagai bukti dasar hukum kepemilikan tanah, yang
diperlukan oleh Badan Pertanahan untuk menerbitkan sertifikat.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi masalah
berikut, penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian tentang
“PELAKSANAAN PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DALAM UPAYA MEMINIMALISASI SENGKETA TANAH DI KOTA

PADANG.”
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B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah pelaksanaan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam
upaya meminimalisasi sengketa tanah di Kota Padang?
2. Apa sajakah tantangan yang dihadapi Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam
upaya meminimalisasi sengketa tanah?
3. Apa sajakah upaya Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam menghadapi

tantangan tersebut?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam upaya
meminimalisasi sengketa tanah di Kota Padang
2. Untuk mengetahui apa saja tantangan yang dihadapi Pejabat Pembuat Akta
Tanah dalam upaya meminimalisasi sengketa tanah
3. Untuk mengetahui apa saja upaya peran Pejabat Pembuat Akta Tanah

dalam menghadapi tantangan tersebut

D. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitan
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yakni yuridis
sosiologis, penulis mendapatkan data primer melalui penelitian langsung
turun kelapangan. Selain itu, untuk menjawab pertanyaan yang
dipertimbangkan, penulis melakukan penelitian ke perpustakaan dan
kemudian mendapatkan data sekunder.

2. Lokasi Penelitian
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Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Notaris &
PPAT Ria Satriana Armando, S.H, M.,Kn. Kota Padang, Sumatera Barat.
3. Sumber Data
a. Sumber data primer
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari
lokasi penelitian, yang berasal dari narasumber yang dilakukan peneliti
dengan wawancara.* Yakni melakukan wawancara penelitian dengan
salah satu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang beroperasi di
wilayah Kota Padang.
b. Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang di dapatkan dari sumber secara
tidak langsung yaitu buku-buku kepustakaan dan catatan-catatan atau
jurnal dan tentang segala sesuatu yang terkait dengan pembahasan ini.
4. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara
sipenanya atau pewancara dengan si penjawab atau responden dengan
menggunakan alat yang dinamakan interview guide (paduan
wawancara).’

b. Studi Dokumen

4 Bachtiar, 2018, Metode Penelitian Hukum, UNPAM Press, Tanggerang Selatan, him
52.

5 Maiyestati, 2022, Metode Penelitian Hukum, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang,
hlm 59.
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Studi dokumen adalah salah satu teknik yang dipakai guna
pencarian informasi dalam sumber yang terdokumentasi. Undang-
Undang, arsip, catatan, dokumen resmi relavan dan lainnya.

5. Analisa Data
Setelah data yang diproses, penulis menganalisisnya secara
kualitatif. Analisis ini tidak berbasis angka, melainkan pada informasi
yang diperoleh di lapangan, peraturan perundang-undangan, serta
komentar pakar untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang isu

tersebut, mencerminkan sifat deskriptif dari penelitian.
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